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WALIKOTA DENPASAR 

 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN  WALIKOTA DENPASAR 

 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH  

PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA DENPASAR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penguatan pengembangan usaha dan 

dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan menjaga 
transparasi serta akuntabilitas Perusahaan Daerah Parkir Kota 
Denpasar sesuai dengan rencana usaha yang tertuang dalam 

Business Plan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Tahun 
2017– 2021; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Parkir; dan 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Surat Perintah Percairan Dana Penyertaan Modal 
Daerah Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Tahun 

Anggaran 2018; 
 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  3465); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



 

 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 



 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125); 

 

 
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Parkir Kota 

Denpasar  (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 
Nomor 5); 

 
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2017 Nomor 53); 
   
   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURAT PERINTAH PENCAIRAN 
DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN 

DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018. 
 
 

Pasal 1 
 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Bendahara 
Umum Daerah dan kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kota Denpasar berdasarkan Surat Perintah 
Membayar. 

 
 

Pasal 2 
 

Mencairkan SP2D yang disetor kepada Perusahaan Daerah Parkir 

Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2018 sebesar  
Rp1.534.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat 

Juta Rupiah). 
 

 
Pasal 3 

 

SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 

Anggaran 2018. 
 



 

 
 

Pasal 4 
 

Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Denpasar selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan 

proses administrasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 selambat lambatnya bulan Maret 2018. 
 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Denpasar. 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal, 27 Maret 2018 
 

Plt. WALIKOTA   DENPASAR, 

 
 

 
 

JAYA NEGARA 
 
Diundangkan di Denpasar  

pada tanggal, 27 Maret 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 

 
 

RAI ISWARA 

 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 17 


